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ABSTRAK
Hukum Islam tidak dapat dipandang hanya dari aspek hukumnya saja, tetapi banyak

hal-hal yang mendasar yang harus diketahui seperti soal hikmah, prinsip, dasar-dasar, pokok-
pokok, tujuan dan aspek-aspek lainnya. Karena itu umat Islam memerlukan penyegaran
terhadap warisan fikih klasik (historis) sembari terus menggali metafisik hukum Islam yang
masih terpendam di bagian dasar hukum Islam. Pemahaman terhadap sumber hukum Islam
mengharuskan adanya penalaran yang sestematis dan logis. Hukum Islam diyakini bagi umat
Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan. Hal ini didasarkan kepada sumber
hukum Islam adalah alquran dan al-sunnah. Namun demikian diakui bahwa alquran dan al-
sunnah tidak selalu menampakkan secara tersurat untuk setiap persoalan kehidupan,
sementara permasalahan yang dihadapi semakin banyak dan kompleks.

Penelitian ini ingin melihat hal-hal istilah yang berkaitan dengan hukum Islam baik
itu din, syariah, fikih, qoul, fatwa, ganin/qonun dan gqadha. Karena dalam pengkajian hukum
Islam ini adalah hal yang sangat mendasar yang harus dipahamai. Penelitian ini bersifat
library research yang memuat rujukan kitab-kitab mengenai istilah-istilah dalam hukum
Islam.

Kata Kunci : Din, Syariah, Fikih, Qoul, Fatwa, Qanin/Qonun, Qadha, dan Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang menjadi induk sember hukum Islam itu sendiri. Berbeda
dengan hukum eropa yang memisahkan iman atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan.
Dalam sistem hukum Islam pemisahan yang demikian tidak mungkin dilakukan karena selain
hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, juga hukum adalah bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari iman atau agama. Hukum Islam menghadapi tantangan yang lebih kompleks
dan serius di era global saat ini yang merupakan konsekuensi logis dari kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Untuk dapat menjawab berbagai permasalahan baru yang
berkaitan dengan hukum Islam, para ahli tidak dapat hanya mengandalkan ilmu tentang fikih
atau ushul fikih yang terdapat dalam buku-buku klasik, dan terbatas pada kemampuan dalam
menjangkau permasalahan baru yang belum ada atau pendapat yang dianggap tidak relevan
dengan kemajuan peradaban, tetapi juga dengan kajian sejarah sosial hukum Islam akan

didapatkan kajian yang menyeluruh terhadap hukum Islam.
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-Hukum Islam merupakan disiplin ilmu yang telah lama dipelajari secara ilmiah, baik
oleh orang Islam itu sendiri maupun orang non Muslim. Orang barat non muslim yang biasa
disebut dengan istilah orientalis, mempelajari hukum Islam dengan berbagai tujuan yang
senantiasa berubah-ubah. Awalnya mereka mempelajari agama Islam dan hukum Islam
untuk mempertahankan kesatuan wilayah negara mereka dari pengaruh kekuasaaan Islam
hingga selanjutnya untuk menyerang Islam dari dalam dengan mencari-cari atau mengada-

adakan kelemahnnya.

I1. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengertian Din, Syariah, Fikih, Qoul, Fatwa, Qanin/Qonun dan Qadha
1. Ad-Din dan Syariah

Ketika seorang beriman dia harus masuk kedalam bingkainya iman, itu yang disebut
dengan addin. Cara beriman disebut dengan Ad-din dan cara beramal saleh disebut dengan
syariat. Sedangankan syariah etimologis (lughawi) kata ‘syariah’ berasal dari kata berbahasa
Arab al-syariat jalan ke sumber air’ atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber
pokok bagi kehidupan. Secara harfiah kata kerja syara’a berarti menandai atau menggambar
jalan yang jelas menuju sumber air. Dalam pemakaiannya yang bersifat religius, kata syariah
mempunyai arti jalan kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara
fungsional dan dalam makna yang konkrit, yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan
manusia.

Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan
sebagaimana menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia. Pada mulanya
istilah syariah identik dengan istilah din atau agama. Dalam hal ini syariah didefinisikan
sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh alquran maupun Sunnah Rasul. Karena
itu, syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama (ushuluddin), yakni ajaran-ajaran yang
berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, akhirat, dan yang berkaitan dengan pembahasan-
pembahasan ilmu tauhid yang lain. Syariah mencakup pula etika, yaitu cara seseorang
mendidik dirinya sendiri dan keluarganya, dasar-dasar hubungan kemasyarakatan, dan cita-
cita tertinggi yang harus diusahakan untuk dicapai atau didekati serta jalan untuk mencapai
cita-cita atau tujuan hidup itu.

Di samping itu, syariah juga mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan
manusia, yakni wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kajian tentang yang terakhir ini
sekarang disebut fikih. Jadi, secara singkat bisa dimengerti, semula syariah mempunyai arti
luas yang mencakup akidah (teologi Islam), prinsip-prinsip moral (etika Islam, akhlak), dan
peraturan-peraturan hukum (fikih Islam). Pada abad kedua hijriah (abad ke-9 Masehi), ketika
formulasi teologi Islam dikristalkan untuk pertama kali dan kata syariah mulai dipakai dalam

pengertian yang sistematis, syariah dibatasi pemakaiannya untuk menyebut hukum
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(peratur-an-peraturan hukum) saja, sedang teologi dikeluarkan dari cakupannya. Jadi, syariah
menjadi konsep integratif tertinggi dalam Islam bagi mutakallimin (para teolog Muslim) dan
fugaha’ (para ahli hukum Islam).

Kemudian. Pengkhususan syariah pada hukum ‘amaliyyah saja atau dibedakannya
dari din (agama), karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal,
sedangkan syariah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat
sebelumnya. Dengan demikian, syariah lebih khusus dari agama, atau dengan kata lain agama
mempunyai cakupan yang lebih luas dari syariah, bahkan bisa dikatakan bahwa syariah
merupakan bagian kecil dari agama. Adapun secara terminologis syariah didefinisikan
dengan berbagai variasi. Mahmud Syaltut, guru besar hukum Islam di Universitas Al-Azhar
Kairo (Mesir), mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar
digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama
Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan
kehidupannya. Selanjutnya Syaltut menjelaskan bahwa syariah merupakan cabang dari
akidah yang merupakan pokoknya. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan

tidak bisa dipisahkan.

2. Fikih

Secara etimologis kata ‘fikih’ berasal dari kata berbahasa Arab: al-fikih,(yang berarti
pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Dalam hal ini kata ‘fikih’ identik dengan kata
‘fahm’ (yang mempunyai makna sama. Dari ungkapan ini fikih kemudian diartikan
‘pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal’. Alquran menggunakan
kata ‘fikih’ atau yang berakar kepada kata ‘faqiha’ dalam 20 ayat. Dalam pengertian
memahami, kata fikih secara umum berada di lebih dari satu tempat dalam Alquran.

Ungkapan Alquran ‘liyatafaqgqahu fi al-din (QS. al-Taubat (9): 122) yang artinya
‘agar mereka melakukan pemahaman dalam agama’ menunjukkan bahwa di masa Rasulullah
istilah fikih tidak hanya dikenakan dalam pengertian hukum saja, tetapi juga mempunyai arti
yang lebih luas mencakup semua aspek dalam Islam, yaitu aspek teologis, politis, ekonomis,
dan hukum. Istilah lain yang searti dengan fikih adalah ‘ilm. Jadi, kata fikih dan ‘ilm pada
masa-masa awal digunakan dalam lingkup yang lebih luas. Alasan penggunaannya secara
umum di masa-masa awal, menurut Ahmad Hasan, adalah bahwa yang ditentukan adalah
landasan-landasan pokok agama. Kebanyakan orang tidaklah terlibat dalam perincian-
perincian yang kecil.

Dari definisi ini dapat diambil beberapa pengertian bahwa:
a. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’. Kata hukum di sini menjelaskan bahwa

hal-hal yang tidak terkait dengan hukum seperti zat tidak termasuk ke dalam pengertian

fikih. Penggunaan kata syara’ (syar’i) dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fikih

Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 1 Januari 2021 Page | 333



Jurnal Ilmigh Metadata, ISSN: 2723-7737, Vol.3 No. 1 edisi Janugri 2021
M| Published: 01-01-2021, Pages 331-343

! DOI: https:/dot.org/10.10101/metadata. v3il

itu r-nenyangkut ketentuan syara’, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata
syara’ ini juga menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat ‘aqli seperti ketentuan satu
ditambah satu sama dengan dua, atau yang bersifat hissi seperti ketentuan bahwa api itu
panas bukanlah cakupan ilmu fikih

b. Fikih hanya membicarakan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah (praktis). Kata
‘amaliyah’ menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak-tanduk manusia yang
bersifat lahiriah. Karena itu, hal-hal yang bersifat bukan amaliyah seperti keimanan
(aqidah) tidak termasuk wilayah fikih.

c. Pemahaman tentang hukum-hukum syara’ tersebut didasarkan pada dalil-dalil terperinci,
yakni Alquran dan Sunnah. Kata terperinci (tafshili) menjelaskan dalil-dalil yang
digunakan seorang mujtahid (ahli fikih) dalam penggalian dan penemuannya. Karena itu,
ilmu yang diperoleh orang awam dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil tidak
termasuk dalam pengertian fikih.

d. Fikih digali dan ditemukan melalui penalaran para mujtahid. Kata digali dan ditemukan
mengandung arti bahwa fikih merupakan hasil penggalian dan penemuan tentang hukum.
Fikih juga merupakan penggalian dan penemuan mujtahid dalam hal-hal yang tidak
dijelaskan oleh dalil-dalil (nash) secara pasti. [lmu yang diperoleh para malaikat dan para
Rasul Allah melalui wahyu tidak dapat disebut fikih, karena tidak diperoleh melalui
proses penggalian, penganalisisan, dan pengambilan keputusan (sering disebut ilmu
ladunni).

Karena, itu dalam fikih peran nalar mendapat tempat dan diakui dalam batas-batas
tertentu. Adapun yang menjadi objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan orang
mukallaf. Atau dengan kata lain, sasaran ilmu fikih adalah manusia serta dinamika dan
perkembangannya yang semuanya merupakan gambaran nyata dari perbuatan-perbuatan
orang mukallaf yang ingin dipolakan dalam tata nilai yang menjamin tegaknya suatu
kehidupan beragama dan bermasyarakat yang baik. Studi komprehensif yang dilakukan oleh
para pakar ilmu fikih seperti al-Qadi Husein, Imam al-Subki, Imam Ibn ‘Abd alSalam, dan
Imam al-Suyuthi merumuskan bahwa kerangka dasar dari fikih adalah kepastian,
kemudahan, dan kesepakatan bersama yang sudah mantap. Pola umum dari fikih adalah
kemaslahatan (i’tibar al-maslahi).

Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian fikih berbeda dengan syariah baik dari
segi etimologis maupun terminologis. Syariah merupakan seperangkat aturan yang
bersumber dari Allah dan Rasulullahnya untuk mengatur tingkah laku manusia baik dalam
rangka berhubungan dengan Tuhannya (beribadah) maupun dalam rangka berhubungan

dengan sesamanya (bermuamalah). Sedangkan fikih merupakan penjelasan atau uraian yang
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lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah. Adapun sumber fikih adalah

pemahaman atau pemikiran para ulama (mujtahid) terhadap syariah.

3. Qoul

Qaul dalam bahasa Arab berarti ucapan, perkataan dan pendapat. Atau jika dibawa
ke persoalan istinbath, berarti kata yang terangkai dalam sebuah klausa yang terucapkan, atau
makna imajiner yang tersusun dalam sebuah proposisi imajiner. Dalam kajian Ushul Figh
dikenal dengan sumber dalil hukum yang tidak disepakati diantaranya adalah qoul sahabi.
Sebagian ulama ushul figh menyebut istilah qaul ash-shabi dengan istilah mazhab ash-sahabi.
Sebenarnya kedua istilah ini tidak persis sama maknanya. Sebab yang dimaksud dengan qoul
ashabi ialah pendapat hukum yang dikemukakan oleh seorang atau bebebrapa orang sahabat
rasulullah secara individu, tentang suatu hukum syara’ yang tidak terdapat ketentuannya baik
di dalam alquran maupun sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan mazhab as-shabi menunjuk
pengertian pendapat hukum para sahabat secara keseluruhan, tentang suatu hukum syara’
yang tidak terdapat, baik dalam Alquran maupun sunnah, dimana pendapat para sahabat
tersebut merupakan hasil kesepakatan di antara mereka.

Dengan demikian dapat dipahami, perbedaan antara keduanya ialah, qoul ash-sahabi
merupakan pendapat perorangan, yang antara satu pendapat sahabat dengan pendapat sahabat
lainnya dapat berbeda. Sedangkan mazhab ash-sahabi merupakan pendapat bersama. Dalam
hal mazhab ash-sahabi lebih tepat disebut dengan istilah ijma’sahabi. Menurut jumhur ulama
yang dimaksud dengan sahabat ialah setiap orang mukmin yang bertemu Rasulullah, wafat
dalam keadaan mukmin, dan bergaul dengan beliau dalam waktu yang lama.

Dalam ijtihad imam Syafii dikenal juga dengan qaul, ada yang disebut qoul qadim
dan qoul jadid. Qoul qadim artinya secara bahasa adalah bentukan dari dua kata qaul artinya
perkataan, pendapat atau pandangan. Sedangkan gqadim artinya adalah masa sebelumnya atau
masa lalu. Jadi makna istilah qaul qadim adalah pandangan fiqih Al-Imam Asy-Syafii versi
masa lalu. Qaul qadim, ke balikan dari istilah itu adalah qaul jadid. Jadid artinya baru.Maka
qaul jadid adalah pandangan fiqih Al-Imam Asy-syafi'i menurut versi yang terbaru.

4. Fatwa

Fatwa (<% (menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa),
yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam al-kasysyaf dari kata
s4) al-fataa/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti’arah).
Sedangkan pengertian fatwa menurut syara’ adalah menerangkan hukum syara’ dalam suatu
persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya
maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa

keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2)
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nasihat-orang alim; pelajaran baik; dan petuah. Fatwa adalah jawaban resmi terhadap
pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa
arab alifta’, al-fatwa yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah
sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat
hukum tanpa dasar. Menurut Imam Ibnu Mandzur di dalam lisan al-arab menyatakan,
Aftaahu Fi Al-Amr Abaanahu Lahu (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara,
maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). Wa Aftaa Al-Rajulu Fi Al-
Mas’alah (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). Wa Astaftainuhu
Fiiha Fa Aftaaniy Iftaa’an Wa Futaa (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut,
dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa)”. Perkataan Wafataay adalah asal dari kata
futya atau fatway. Futya dan fatwa adalah dua isim (kata benda) yang digunakan dengan
makna al-iftaa’. Iftaa’ berasal dari kata Iftaay, yang artinya memberikan penjelasan. Secara
definitif memang sulit merumuskan tentang arti ifta’ atau berfatwa itu. Namun dari uraian
tersebut dapat di rumuskan, yaitu: usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh
ahlinya kepada orang yang belum mengetahui”.

Di dalam kitab mafaahim Islamiyyah diterangkan sebagai berikut, secara literal, kata
“al fatwa” bermakna* jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan
yang sulit. Bentuk jamaknya adalah fataawin atau fataaway. Jika dinyatakan Aftay Fi Al-
Mas’alah menerangkan hukum dalam masalah tersebut. Sedangkan A/ Iffaa’ adalah
penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undangundang, dan semua hal
yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya (/baanat Al Ahkaam Fi
Al-Mas’alah Al Syar’iyyah, Au Qanuuniyyah, Au Ghairihaa Mimmaa Yata’allaqu Bisu’aal
Al-Saail).

Mufti adalah orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau menyampaikan
fatwa ditengah-tengah masyarakat. Menurut pengertian syariat, tidak ada perselisihan
pendapat mengenai makna syariat dari kata a/-fatwa dan al-iftaa’ berdasarkan makna bahasa.
Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atau ifta’ berasal dari kata afta, yang berarti memberi
penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’
oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Dari pengertian di atas dapat
disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sechubungan dengan peristiwa
hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara
umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam

fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

5. Qanun
Qanun disebut juga dengan istilah Qanun-wadl’i yaitu undang-undang aturan

manusia. Qanun artinya undang-undang, rich atau law, kata ganun sekarang di Barat dipakai
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dalam al‘ti syari’at gereja, dalam Bahasa Arab melalui bahasa Suryani, pada mulanya dipakai

dalam arti “garisan”, kemudian dipakai dalam arti “kaidah”. Dalam Bahasa Arab qanun

berarti “ukuran” dari makna inilah diambil perkataan : qanun kesehatan, qanun tabi’at, dan
sebagainya. Fugaha Muslimin sedikit sekali memakai kata ini dalam istilahnya. Mereka
memakai kata “syariat” dalam hukum syara’ sebagai pengganti qanun.

Qanun dapat juga berarti syariat dalam arti sempit ahli figih memakai istilah syari’at
dan ganun, sedangkan ahli Ushul Fqih memakai istilah hukum dalam arti ganun.

Kata ganun sekarang dipakai dalam arti :

(1). Code atau codex.

(2). Syara’ dan syari’at, atau jus, law, dro’t, recht.

(3). Kaidah-kaidah mu’amalah, atau lex, a law, loi Gezet.

Kata syari’ah dipergunakan dengan arti qanun, sebagaimana halnya ulama Ushul
mempergunakan kata qanun dalam arti pencipta undang-undang. Qanun dalam arti kaidah
tidak sama dengan arti “kaidah fikih”, karena kaidah figih itu mencakup bagian ibadah dan
muamalah, sedangkan kaidah sebagai kata ganun hanyalah mengenai urusan muamalah saja.
Al Ghazali dari golongan fugaha memakai kata qanun - dalam arti kaidah-kaidah umum yang
memastikan. Dengan kata lain berarti undang-undang positif suatu negara atau daerah Islam.
Contoh Qanun di antaranya :

1. Pengaturan Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terhadap seluruh bidang
Syari’ah yang mencakup bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam yang diatur dalam Qanun
Nomor 10 Tahun 2002 dan Nomor 11 Tahun 2002. Dalam Qanun ini diatur mulai dari
bentuknya sampai sanksi atas pelanggaran terhadapnya.

2. Kodifikasi Hukum Islam di Malaysia, dinamakan Hukum Qanun Melaka, yang
mencakup bidang gishash, hudud, diyyah, ta’zir, muamalat, hukum perkawinan, hukum

pembuktian, hukum acara dan administarsi dan hukum tentang syarat-syarat penguasa.

6. Qadha

Qadha’ adalah vonis atau keputusan yang dilakukan oleh seorang hakim atau qadhi
atas suatu perkara atau perseteruan dua belah pihak atau lebih.
Keputusan yang ditetapkan oleh qadhi di antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam
prakteknya, seorang qadhi terikat pada ganun atau undang-undang yang berlaku di suatu
wilayah hukum. Sebagaimana qanun, qadha atau ketetapan yang diambil seorang qadhi
sifatnya mengikat. Orang-orang yang telah ditetapkan hukumnya oleh qadhi, wajib
menjalankannya. Bila ketetapan itu berupa vonis hukuman, seperti penjara, hukum cambuk,

hukum rajam dan seterusnya, maka dia wajib menjalaninya.
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iéerbeda dengan fatwa yang sifatnya tidak mengikat. Seseorang yang meminta fatwa
kepada mufti, boleh menjalankan hasil fatwa itu kalau dia mau, tetapi tidak ada kesalahan
bila dia menolak isi fatwa itu. Dan atas penolakannya itu, dia tidak terikat dengan sanksi apa
pun. Perbedaan lainnya adalah fatwa itu berangkat dari sebuah pertanyaan, dimana seorang
mufti kemudian menjawab pertanyaan itu. Sedangkan qadha’ berangkat dari persengketaan,
dimana ada dua belah pihak atau lebih yang bersengketa atas suatu masalah, lalu qadhi
memutuskan perkara di tengah mereka. Persamaan antara fatwa dengan qadha, antara lain
sama-sama bersumber kepada Alquran dan As-Sunnah serta sumber-sumber hukum Islam

penunjang lainnya.

B. Konsepsi Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan diantaranya :

a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh
penguasa atau pemerintah.

b. Undang-undang, peraturan dan sebagainya. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
Kaidah, ketentuan mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu

d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ muncul istilah hukum Islam. Dengan
memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami
bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah
Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah
masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai
hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam khazanah literatur Islam (Arab), termasuk
dalam Alquran dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata
(yakni: a-lhukm al-Islamiy). Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya
dalam literatur Arab, termasuk juga dalam Alquran dan Sunnah. Dalam literatur Islam
ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu al-syari’at al-
Islamiyyah (Indonesia: syariah Islam) dan al-fikih al-Islamiy (Indonesia: fikih Islam).

Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di
Indonesia berasal dari istilah Barat. Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat
yang berbahasa Inggris, yaitu Islamic law. Kata Islamic law sering digunakan para penulis
Barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka. Sebagai contoh dari buku-buku
mereka yang terkenal adalah Islamic Law in Modern World (1959) karya J.N.D. Anderson,
An Introduction to Islamic Law (1964) karya Joseph Schacht, dan A History of Islamic Law
(1964) karya N.J. Coulson. Para pakar hukum Islam yang menulis dengan bahasa Inggris

juga menggunakan istilah itu dalam tulisan-tulisan mereka.
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li\l/Ienurut Tahir Azhary, ada tiga sifat hukum Islam :

1. Bidimensional, artinya mengandung segi kemanusiaan dan segi Ketuhanan (/lahi).

2. Adil yaitu Ia mempunyai hubungan yang erat sekali dengan sifat bidimensional. Dalam
hukum Islam, keadilan bukan saja merupakan tujuan, tetapi merupakan sifat yang
melekat sejak kaidah-kaidah dalam syari’at ditetapkan. Keadilan merupakan sesuatu
yang didambakan oleh setiap manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat.

3. individualistic dan kemasyarakatan yang diikat oleh nilai-nilai transendental, yaitu
wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan sifat ini, hukum
Islam memiliki validitas baik bagi perorangan maupun masyarakat. Dalam sistem hukum
lainnya, sifat ini juga ada, hanya saja nilai-nilai transendental sudah tidak ada lagi. Tiga
sifat hukum Islam yang asli itu juga mempunyai hubungan yang erat dengan dua sifat

yang lain, yakni komprehensif dan dinamis

II1. KESIMPULAN

Syariah lebih khusus dari agama, syariah adalah hukum amaliyah yang berbeda di
kalangan umat manusia menurut perbedaan Rasul yang membawanya. Syariah yang datang
kemudian mengoreksi dan membatalkan syariah yang lebih terdahulu, sedangkan dasar
agama, yaitu aqidah (tauhid), tidak berbeda di antara para rasul dan umatnya.

Fikih berbeda dengan syariah baik dari segi etimologis maupun terminologis. Syariah
merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah dan Rasulullahnya untuk mengatur
tingkah laku manusia baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya (beribadah) maupun
dalam rangka berhubungan dengan sesamanya (bermuamalah). Sedangkan fikih merupakan
penjelasan atau uraian yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah. Adapun
sumber fikih adalah pemahaman atau pemikiran para ulama (mujtahid) terhadap syariah.

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang
diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena
boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya
belum dipahami oleh peminta fatwa

Perbedaan mendasar fatwa, qonun dan qadha adalah bahwa fatwa tidak memiliki
kekuatan hukum sedangkan qonun dan gqadha memiliki kekuatan hukum sehingga ada sanksi
hukum yang didapat jika melanggarnya. Qadha yang diputuskan qodi akan berdasarkan

gonun (undang-undang) yang telah ditetapkan sebagai sumber hukum.
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